







A. Latar Belakang Masalah  
Tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 
angka 2 ialah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat”. Tenaga kerja ( Sumber Daya Manusia ) 
merupakan suatu aspek yang berpengaruh terhadap semua perkembangan 
perekonomian di dunia khususnya di Indonesia. Tenaga kerja tidak terlepas 
dari pembangunan, tenaga kerja tidak terlepas dari kehidupan, dan tenaga 
kerja merupakan tonggak utama perekonomian suatu bangsa, disamping 
Sumber Daya Alam dan Teknologi.
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Tenaga kerja sangatlah luas artianya meliputi semua pejabat Negara 
seperti Presiden, Ketua dan anggota DPR, DPA, MPR, Menteri, semua 
pegawai Negara baik sipil maupun militer dan kepolisian, semua pengusaha, 
buruh, semua pekerja, penganggur dan sebagainya.
2
 Dari sekian banyak 
tenaga kerja disini penulis akan membahas mengenai tenaga kerja 
outsourcing.  
Di dalam dunia psikologi industri, menyebutkan bahwa karyawan atau 
tenaga kerja outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah 
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perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.
3
 Atau dalam literature lain 
karyawan atau tenaga kerja outsourcing yakni karyawan atau tenaga kerja 
(pekerja/buruh) yang bekerja dan hubungan kerjanya pada perusahaan alih 




Dalam era globalisasi serta berbagai tuntutan persaingan dunia usaha 
yang sangat ketat, perusahaan diharuskan meningkatkan kinerja usahanya 
dengan melakukan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu 
bentuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja 
sebagai upaya dalam memperkuat posisi persaingan adalah mempekerjakan 
tenaga kerja seminimal mungkin untuk memberikan kontribusi semaksimal 
mungkin sesuai tujuan perusahaan. Dengan ini perusahaan fokus menangani 
pekerjaan yang bersifat inti (core business), sedangkan pekerjaan yang bersifat 




Outsoursing atau alih daya diartikan sebagai contract ( work ) out . 
berdasarkan pendapat Maurice Greaver, outsoursing dipandang sebagai 
tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan 
keputusannya kepada pihak lain ( outside provider), dimana tindakan ini 
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terikat dalam kontrak kerja sama.
6
 Perusahaan yang menggunakan system 
outsourcing mengakibatkan posisi dan hubungan kerja antara pekerja dan 
pengusaha menjadi tidak seimbang. Dengan demikian berdampak pada posisi 
pekerja menjadi semakin lemah karena tidak ada kepastian kerja, kepastian 
upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pesangon jika terjadi pemutusan 
hubungan kerja, tunjangan-tunjangan dan kepastian lainya. 
Ide berkembangnya outsourcing merupakan cara untuk membagi 
resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan. outsourcing 
pada tahap awalnya belum diidentifikasi secara formal sebagai strategi bisnis. 
Hal tersebut terjadi karena banyak perusahaan yang semata-mata 
mempersiapkan diri pada bagian tertentu yang bisa mereka kerjakan 




Outsourcing pada tahun 1990-an telah mulai berperan sebagai jasa 
pendukung. Tingginya persaingan, menuntut menajemen perusahaan 
melakukan pertimbangan perhitungan pengurangan biaya. Perusahaan mulai 
melakukan outsource terhadap hal-hal yang penting bagi perusahaan, tetapi 
tidak berhubungan lansung dengan bisnis inti perusahaan.
8
  
Terjadinya krisis finansial ditahun 1997 menjadi pemantik sebuah 
perubahan besar terhadap sistem hukum perburuhan di Indonesia, melalui 
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program reformasi hukum perburuhan yang pada pokoknya penekanan pada 
mekanisme pasar dalam hukum perburuhan. Termasuk di dalam agenda besar 
pemodal dalam reformasi hukum perburuhan adalah Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 yang didalamnya mengatur tentang outsorcing. Dalam rangka 
mendorong kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih fleksibel.
9
 System 
outsourcing diterapkan di Indonesia pasca krisis ekonomi 1997, atas desakan 
internasional melalui IMF, ILO, dan World Bank yang menuntut adanya 
fleksibelitas tenaga kerja, dengan cara melakukan perubahan perundang-
undangan yang telah ada, guna menyesuaikan diri dengan skema ekonomi 
global dengan paradigma paling mutakhir yakni neoliberalisme, dengan kata 
lain bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan 




Pengaturan mengenai outsourcing atau kata yang menyebutkan 
outsourcing tidak dijumpai secara langsung dalam Undang-undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun undang-undang ini merupakan 
tonggak baru yang mengatur mengenai outsourcing, istilah yang dipakai 
dalam undang-undang ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
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penyedia jasa pekerja atau buruh.
11
 Hal tersebut mengadopsi dari istilah yang 
dipakai Dalam KUHperdata yakni dalam pasal 1601 KUHPerdata yang 
mengatur tentang perjanjian-perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu suatu 
perjanjian dimana pihak ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk suatu 




Dapat juga dikatakan outsourcing sebagai penyerahan kegiatan 
perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang 
tertuang dalam kontrak perjanjian. Penyerahan kegiatan ini dapat meliputi 
bagian produksi, beserta tenaga kerjanya, fasilitas, peralatan, teknologi dan 
aset lain serta pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan.
13
 
Alasan utama outsourcing bagi perusahaan adalah meningkatkan 
konsentrasi bisnis karena kegiatan operasional telah dilimpahkan kepada pihak 
lain, membagi resiko operasional yakni outsourcing membuat resiko 
operasional perusahaan bisa terbagi kepada pihak lain, sumber daya 
perusahaan yang ada bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainya, 
effesiensi biaya dengan pemanfaatan dana yang sebelumnya digunakan untuk 
investasi bisa difungsikan sebagai biaya operasional, mengerjakan sumber 
daya manusia (SDM) yang berkompeten didalam bidangnya karena tenaga 
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kerja yang disediakan oleh perusahaan outsourcing adalah tenaga kerja yang 
sudah terlatih dan kompeten dalam bidangnya dan yang terakhir adalah 
mekanisme kontrol menjadi lebih baik.
14
 
Dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis, hal ini yang menjadi landasan hukum para pelaku usaha untuk 
menjalankan sintem outsourcing.  
Dalam peraturan perundang-undangan kegiatan yang termasuk dalam 
kategori non core business atau kegiatan dalam system outsourcing meliputi : 
usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi 
pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/satuan 
pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta 
usaha penyedia angkutan pekerja/buruh.  
Realitasnya outsourcing ternyata dipraktekkan dihampir seluruh jenis 
pekerjaan, tanpa menghiraukan apakah pekerjaan tersebut dikategorikan 
sebagai pekerjaan penunjang (non coree business) ataupun sebagai pekerjaan 
pokok (coree business). Hal tersebut bahkan terjadi mulai sejak Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 diundangkan.
15
 Tidak hanya terdapat dalam 
perusahaan swasta, ternyata pelanggaran outsourcing juga terjadi pada 
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perusahaan yang berstatus BUMN, meskipun Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 telah 
diundangkan. 
Dalam beberapa tahun setelah terbitnya undang-undang Nomor 13 
Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pelaksanaan outsourcing masih 
mengalami berbagai kelemahan terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya 
regulasi yang dikeluarkan pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam 
pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Terlepas dari 
hal tersebut, pada dasarnya praktek outsourcing tidak dapat dihindari oleh 
pengusaha, apalagi oleh pekerja. Hal tersebut dikarenakan berlakunya Pasal 64 
sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, pengusaha seakan mendapat legalisasi memberlakukan 




Pengamat kebijakan publik hadi subhan, dari Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga memaparkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan 
permasalahan dalam outsourcing , pertama yakni keberadaan oknum yang 
melanggar undang-undang outsourcing. Oknum tersebut menurut subhan bisa 
datang dari sisi perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing maupun 
perusahaan yang menyelenggarakan outsourcing, sebagai contoh 
pelanggarang yang dilakukan oleh perusahaan pengguna outsourcing adalah 
perusahaan yang menyelenggarakan telekomunikasi tetapi justru yang di 
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outsourcing-kan adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 
telekomunikasi. Itu kan sesuai bisnis, sesuai undang-undang , itu tidak boleh, 
berarti dia melanggar,” selanjutnya contoh dalam pelanggaran yang dilakukan 
perusahaan penyelenggara outsourcing ialah masalah pemenuhan hak tenaga 
kerja outsourcing, “ada perusahaan yang mau melaksanakan outsourcing, 
tetapi tidak mau mengikut peraturan yang ada . Misalnya gaji tidak dibayarkan 
sesuai UMR (Upah Minimun Regional), tidak memberikan tujangan yang 
sesuai, tidak mengikutkan karyawan jamsostek atau sekarang namanya BPJS 
Ketengakerjaan,”17 
Permasalahan yang kedua ialah terbatasnya pengawasan. Jadi ketika 
terjadi kesalahan misalnya seperti perusahaan telekomunikasi diatas itu tidak 
ditindak tegas oleh pemerintah dengan demikian “karena tidak ditindak tegas 
oleh pemerintah, semakin lama semakin banyak yang melanggar dan 
pemerintah makin kewalahan, dan yang disalahkan ialah penyelengaranya. 
Penyelengagara outsourcing dikambing hitamkan soalah perusahaan 
outsoucing itu salah,” ungkap subhan. Di Jawa Timur terdapat sekitar 35.000 
perusahaan tetapi tenaga pengawas hanya sekitar 160 orang. Dalam hal ini 
kemungkinan besar pengawasan tidak sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. 
Minimnya pengawasan ini mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran 
dalam pelaksanaan outsourcing atau alih daya. Mulai dari pengupahan yang 
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Praktek outsourcing di nilai lebih menguntungkan bagi perusahaan 
tetapi beda halnya dengan pekerja yang selama ini banyak dirugikan dan 
banyak pula perusahaan-perusahaan yang menggunakan system ini, termasuk 
pada Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun yang bekerjsama dengan PT. 
AESHA sebagai penyedia tenaga kerja, hal ini dikarenakan hubungan kerja 
selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak, upah lebih rendah, jaminan sosial 
kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak 
adanya jaminan pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu 
pelaksanaan outsourcing akan menyengsarakan pekerja. Penekanan biaya 
pekerja (labaour cost) menjadi daya tarik dalam pelaksanaan outsourcing 
karena perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh dibawah dari yang 
seharusnnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja.
19
  
Permasalahan mengeni ulasan diatas sangat minim perhatian dari para 
pengusaha maupun pemerintah, oleh karena itu penulis terdorong untuk 
mengetahui lebih jauh perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing. 
Sehingga peneliti mengajukan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOUCING” (Studi Pada Rumah 
Sakit Islam Siti Aisyah Madiun) 
 




 Heru Susanto, Andrianto Adhi Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap hak-
hak Pekerja Outsoursing Berdasarkan Asas Keadilan, Jurnal Yuridis, Nomor 2 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan dari urain latar belakang diatas maka penulis mengajukan 
rumusan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing pada 
Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun ?  
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bila ada tenaga kerja yang melanggar 
perjanjian outsourcing yang telah disepakati ?  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertunjuan :  
a. Untuk mengetahui mekanisme tenaga kerja dengan sistem outsourcing 
pada Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun 
b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa bila ada tenaga 
kerja yang melanggar perjanjian outsourcing yang telah disepakati. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat Teoritis  
1) penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada 
pembaca terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu hukum. 
2) penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 
literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk 





b. Manfaat Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah 
pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca 
dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing 
pada Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dan ketentuan-ketentuan 
didalamnya.  
D. Kerangka Pemikiran  
Pada dasarnya tenaga kerja menjadi suatu kebutuhan bagi setiap 
perusahaan manapun, tanpa tenaga kerja suatu perusahaan tidak akan berjalan 
sebagaimana mestinya, karena tenaga kerja merupakan salah satu komponen 
yang ada dalam perusahaan, mulai tenaga kerja pada posisi paling atas sampai 
tenaga kerja pada posisi paling bawah termasuk tenaga kerja outsourcing.  
Tenaga kerja outsourcing Di dalam dunia psikologi industri disebutkan 
bahwa, tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja kontrak yang dipasok 
dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.
20
 Atau dalam 
literature lain karyawan atau tenaga kerja outsourcing yakni karyawan atau 
tenaga kerja (pekerja/buruh) yang bekerja dan hubungan kerjanya pada 
perusahaan alih daya (dalam hal ini perusahaan penerima pemborongan atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh).
21
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Dalam melakukan outsourcing ada dua pihak yang menjalin kerjasama 
yakni antara perusahaan pengguna jasa outsourcing dengan perusahaan 
outsourcing, dimana hubungan hukum antara keduanya disepakati dan 
diwujudkan dalam perjanjian kerjasama yang memuat diantaranya jangka 
waktu perjanjian serta dalam bidang-bidang apa saja yang termasuk dalam 
kerjasama outsourcing. Tenaga kerja outsourcing menandatangani perjanjian 
kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsoursing) untuk 
ditempatkan diperusahaan pengguna outsourcing.  
Outsourcing pada dasarnya memiliki keuntungan dan kerugian baik itu 
bagi perusahaan maupun bagi pekerja, bagi perusahaan memliki keuntungan 
seperti, perusahaan lebih fokus pada bisnis inti, penghematan biaya 
operasional, kompentensi jasa outsoursing, meningkatkan efesiensi bisnis. 
Sedangkan kerugian bagi perusahaan adalah kehilangan kontrol managerial 
yakni kontrol managerial akan menjadi milik perusahaan lain, adanya biaya 
tersembunyi yakni setiap hal yang tidak tercantum dalam kontak akan mejadi 
dasar perusahaan untuk membayar biaya tambahan serta ancaman keamanan 
dan kerahasiaan yakni perusahaan outsourcing dapat menerima informasi 
menganai gaji dan rahasia lainya.
22
 Sementara bagi pekerja memiliki 
keuntungan diantaranya seperti memudahkan calon pekerja yang baru lulus 
sekolah atau fress graduate untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan 
pelatihan yang memadai dari perusahaan outsourcing, mendapat pengalaman 
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dan relasi, namun hal tersebut tidak sebanding dengan beberapa kerugian atau 
ancaman bagi pekerja outsourcing diantaranya, tidak ada jenjang karir yang 
jelas, masa kerja tidak jelas, kesejahteraan tidak terjamin, pendapatan yang 
terbatas, potongan upah yang tidak jelas.
23
 Dengan adanya kerugian-kerugian 
tersebut penulis berupaya memperjelas perlindungan hukum bagi tenaga kerja 
outsourcing, khususnya di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. 
Hukum dalam masyarakat digunakan untuk mengatur perilaku manusia 
dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menurut R. Soeroso., S.H ialah 
himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk 
mengatur tat kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan 
melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan saksi 
hukuman bagi yang melanggar. Perlindungan berarti tempat berlindung 
(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksut 
perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. 
Perlindungan Hukum menururut Satjipto Raharjo merupakan upaya 
untuk melindungai kepentingan seseorang dengan memberikan kepastian hak 
hak asasi manusia berupa kekuasaaan kepadanya untuk bertindak dalam 
rangka kepentinganya tersebut, dengan artian upaya perlindungan dari 
sesorang yang mempunyai kekuasaan terhadap seseorang yang ada 
dibawahnya atau lebih lemah. 
Dengan demikian Perlindungan hukum yang dimaksudkan adalah 
perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing Rumah Sakit Islam Siti 
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Aisyah Madiun apakah sudah memenuhi peraraturan-peraturan perundang-
undangan atau belum, Disamping itu perusahaan pemberi kerja dan 
perusahaan penyedia tenaga kerja perlu diperhatikan hak dan kewajibanya 
serta hak dan kewajiban tenaga kerja outsourcing.  
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus 
bertindak ataupun cara yang didasari pada sistematika dan pemikiran tertentu 
dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah.
24
 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian, meliputi hal-hal sebagai 
berikut:  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk menjelaskan data 
seteliti mungkin tentang suatu keadaan
25
 dari penelitian perlindungan 
hukum terhadap tenaga kerja outsoucsing pada Rumah Sakit Islam Siti 
Aisyah Madiun. 
2. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Karena 
pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan terhadaap pelaksanaan 
hukum dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja. 
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3. Jenis Data  
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari 
sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu 
dikumpulkan dan diolah sendiri.
26
 Adapun data primer dari penelitian 
ini adalah wawancara dengan pimpinan Rumah sakit Islam Siti Aisyah 
Madiun dan tenaga kerja outsorcing pada Rumah Sakit Islam Siti 
Aisyah Madiun. 
b. Data Sekunder  
Merupakan data yang di dapatkan dari dokumen resmi, buku-buku 
yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian 




1) Bahan hukum primer :  
a. Undang-undang Nomor 13 Tahaun 2003 tentang ketenaga 
kerjaan. 
b. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat 
penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
c. Kitab Undang-undang Hukum perdata atau BW (Burgelijk 
Wetboek) 
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2) Bahan hukum sekunder :  
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah perjanjian 
pemborongan kerja antara Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun 
dengan PT. Aesha Madiun dan perjanjian kerja waktu tertentu 
antara pekerja dengan PT. Aesha Madiun. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan dengan mempelajari dari bahan pustaka yang 
akan dijadikan dasar untuk melakukan penelitian dan studi lapangan yaitu 
untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara 
dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian. 
5. Metode Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika 
deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 
umum menjadi khusus atau individual.
28
  
F. Sistematika Skripsi 
Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran skripsi, maka 
penulisan skripsi ini dibagi dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, 
Rumusan Masalah, tujan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 
penelitian dan sistematika skripsi. 
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BAB II Tinjauan Pustaka dalam bab ini akan menguraikan tentang, 
tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tenaga 
kerja, tinjauan umum tentang outsourcing. 
BAB III pembahasan, yakni akan menguraikan pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di Rumah Sakit Islam 
Siti Aisyah Madiun dan proses penyelesaian sengketa jika ada tenaga kerja 
yang melanggar perjanjian outsourcing yang telah disepakati. 
BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil 
penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak yang 
terkait dalam penulisan skripsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
